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BAB Il
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Implikasi dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia Nomor 11/PERMEN-KP/2016 tentang
Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil
Pengukuran Ulang terhadap nelayan di daerah Kalimantan Barat

khususnya Pelabuhan Penjajap adalah:

1. Pengurusan izin kapal di bawah 30 GT di permudah karena
sejak adanya PERMEN Nomor 11 tahun 2016 tidak perlu surat
rekomendasi dari kementerian lagi yang berupa Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ada di Jakarta sedangkan,
untuk nelayan atau pemilik kapal yang berukuran di atas 30 GT
harus mengurus izin kapalnya di kantor pusat Kementerian
Kelautan dan Perikanan di Jakarta dengan memenuhi semua
persyaratan yang sudah ditetapkan. Jika persyaratan yang
diperlukan sudah lengkap, kemudian nelayan atau pemilik
kapal juga harus melakukan Laporan Kegiatan Usaha (LKU)
atau Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP), pembayaran pajak
pribadi dengan lengkap dan melunasi pembayaran Surat

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (PHP).
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2. Terdapat ketidaksesuaian jangka waktu penerbitan SIPI dan
SIKPI karena nelayan atau pemilik kapal tidak mengurus
sendiri perizinan SIPl dan SIKPI tersebut. Mereka memilih
menggunakan jasa perizinan atau calo. Penerbitan SIPI dan
SIKPI khususnya untuk kapal yang berukuran di atas 30 GT
yang terdapat di daerah-daerah membutuhkan waktu yang lebih
lama juga karena jumlah pelaksana penerbitan SIPI dan SIKPI
yang masih kurang, baik oleh petugas teknis di lapangan yaitu
petugas cek fisik kapal dan petugas pelayanan administrasi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan

adalah:

1. Pihak pemerintah dapat terus mengevaluasi dan memperbaiki kinerja
dalam penerbitan izin SIPI dan SIKPI khususnya untuk kapal yang
berukuran di atas 30 GT yang ada di daerah-daerah.

2. Pihak nelayan atau pemilik kapal untuk lebih mau memahami dan
menmpelajari tentang administrasi pengurusan perizinan kapal agar
nelayan atau pemilik kapal tidak perlu menggunakan jasa perizinan
atau calo dalam mengurus surat-surat izin kapal sehingga pengurusan

perizinan kapal lebih efektif dan efisian.
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